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PRESIOEN
BLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I\{AHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi,
pengabdian, dan produkti'ritas kinerja Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Fungsional Pemeliksa Perdagangan Berjarrgka
Komoditi, perlu diberika.n T\rnjangan Jabatan
Fungsiona-l Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
yang sesuai dengan beban keria dan tanggung jawab
pekerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang l'unjangan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1945;

2. IJndairg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Perattrran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
lembaran Negara Rep,.rblik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan
Pernerintah Nomor 7 Tahun L977 +.entartg Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43):

4. Peraturan . . .
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Menetapkan

4, Perattrran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manalemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebag:rimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 17

tentang, Manajemen Pegawai Negeri. Sipil (Lembaran
Negar'a Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

5. Keputusan Presiden Nonror' 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan F\ngsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsiunal Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 240);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TEJN'TANG TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA PERDAGANGAN BER.IANGKA

KO},{ODITI.

Pasai 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan F\rngsional Pemeriksa Perdagangan
Berjangka Komoditi, yang seianjutnya disebut Tunjai-rgan
Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi adalah
tunjangan jabatan yang drberrkan kepada Pegawai Negeri

Sipil ;'ang diarrgkat dan ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan F ungsi,rnal Pemeriksa Perdagangan Berjangka
Komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 2...
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Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan
Berjangka Komoditi diberikan T\rnjangan Pem.eriksa
Perdagangan Berjangka Komoditi seCap bulan.

Pasal 3

Besaran T\rnjangan Pemeriksa Perdagangan Berjangka
Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden rni.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pemeriksa Per<iagangan Berjangka
Komoditi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada
instansi pusat bersumber dari Anggaralt Pendapatan dan
Belanja Negara.

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Pemeriksa Perdagangan Berjangka
Komoditi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam
jabatan itruktural, jababarr fungsional lain, atau karena hal
lain 5,ss.g mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perunCang-undangan.

Pasal 6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Indonesia.

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturgn Presiden ini dengan
dalam kmbaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 ApiL2O22

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

.,OKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Api12O22

MENTERI TIUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA T]. LAOI,Y

LEMBARAN NEGARA REPIJBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan sesuai <iengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NT)GARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan

strasi Hukum,
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43TAHUN 2022

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN F'UNGSIONAL
PEMERIKSA PERDAGANGAN BER.'ANGKA
I('JMODITI

TUNJAN(:}AN .'ABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

JABATAN FUNGSIONAL

Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian

Femeriksa Perdagangan Be4algka Komoditi Ahli Utama Rp2.025.000,00

Femeriksa Perdagaugan Bericlgka Komoditi AhL. Madya Rp1.380.000,00

Pemeriksa Perdagangan Befangka Komoditi Ahh Muda Rp1.100.000,003

4 Pemeriksa Perdagangan Befangka Komoditi Ahli Pertama Rp540.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.JOI(C WIDODO

Salinan sesuai ciengan ashnya
KEMENTERI,AN SEKREIARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan

trasi_Hukum,

ttd

NO.
BESARAN

TUNJANGAN

2
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